BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-

1.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan kedalam perubahan Kebijakan Umum APBD
serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...




10.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177 )z

11. Peraturan ...
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Dengan ...




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp.1.550.478.806.098 bertambah sebesar Rp.205.721.113.684 sehingga menjadi
Rp.1.756.199.919.782, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah;

a. Semula Rp. 1.291.604.055.908

b. Bertambah Rp. 189.744.829.483

Jumlah pendapatan daerah

setelah perubahan Rp. 1.481.348.885.391
2. Belanja Daerah;

a. Semula Rp. 1.550.478.806.098

b. Bertambah Rp. 205.721.113.684

Jumlah belanja daerah

setelah perubahan Rp. 1.756.199.919.782

3. Pembiayaan Daerah;
a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula Rp. 258.874.750.190

2) Bertambah Rp. 15.976.284.201
Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 274.851.034.391

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 137.616.062.882

2. Bertambah Rp. 1.150.000.000

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan Rp. 138.766.062.882

b. Pendapatan ....




b. Pendapatan Transfer;

1. Semula Rp. 1.153.987.993.026
2. Bertambah Rp. 188.594.829.483
Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp. 1.342.582.822.509
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Semula Rp. O
2. Bertambah/(berkurang) Rp. O
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 0
Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber
dari:
a. Pajak Daerah;
1) Semula Rp. 52.348.955.359
2) Bertambah Rp. 1.000.000.000
Jumlah pajak daerah setelah
perubahan Rp. 53.348.955.359
b. Retribusi Daerah;
1) Semula Rp. 4.852.957.000
2) Bertambah Rp. 150.000.000
Jumlah Retribusi daerah setelah
perubahan Rp.5.002.957.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
1) Semula Rp. 1.619.174.844
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.619.174.844
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
1) Semula Rp. 78.794.975.679
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah setelah perubahan Rp. 78.794.975.679
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber
dari:
a. Transfer Pemerintah Pusat;
1) Semula Rp. 1.055.289.229.705
2) Bertambah Rp. 159.224.829.483
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
setelah perubahan Rp. 1.214.514.059.188
b. Transfer Antar Daerah;
1) Semula Rp. 08.698.763.321
2) Bertambah Rp. 29.370.000.000
Jumlah Transfer Antar Daerah
setelah perubahan Rp.128.068.763.321

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
¢, bersumber dari:
a. Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pendapatan hibah

setelah perubahan Rp. 0

b. Dana ...




b. Dana Darurat;

1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Dana darurat
setelah perubahan Rp. 0
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula Rp. 1.141.724.861.374

2) Bertambah Rp. 149.410.666.848

Jumlah Belanja operasi

setelah perubahan Rp. 1.291.135.528.222
b. Belanja Modal;

1) Semula Rp. 146.268.090.671

2) Bertambah Rp. 61.643.919.146

Jumlah Belanja modal

setelah perubahan Rp. 207.912.009.817
c. Belanja Tidak Terduga;,

1) Semula Rp. 15.656.934.112

2) (Berkurang] Rp.  (13.774.706.525)

Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 1.882.227.587
d. Belanja Transfer;

1) Semula Rp. 246.828.919.941

2) Bertambah Rp. 8.441.234.215

Jumlah Belanja Transfer

setelah perubahan Rp. 255.270.154.156

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp. 662.586.919.284

2) Bertambah Rp. 55.052.099.978

Jumlah Belanja Pegawai

setelah perubahan Rp. 717.639.019.262
b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula Rp. 474.939.780.890

2) Bertambah Rp. 73.275.318.070

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp. 548.215.098.960
c. Belanja Bunga;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Bunga

setelah perubahan Rp. 0

d. Belanja ...




d. Belanja Subsidi;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Subsidi

setelah perubahan Rp. 0
e. Belanja Hibah;

1) Semula Rp. 4.014.510.000

2) Bertambah Rp. 21.125.300.000

Jumlah Belanja Hibah

setelah perubahan Rp. 25.139.810.000
f. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula Rp. 183.651.200

2) (Berkurang) Rp. (42.051.200)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp. 141.600.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula Rp. 250.000.000

2) (Berkurang) Rp. (250.000.000)

Jumlah Belanja Modal Tanah

setelah perubahan Rp. 0
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1) Semula Rp. 14.362.513.443

2) Bertambah Rp. 6.402.153.611

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin

setelah perubahan Rp. 20.764.667.054
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

1) Semula Rp. 38.852.899.870

2) Bertambah Rp. 35.915.336.255

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan

setelah perubahan Rp. 74.768.236.125
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

1) Semula Rp. 79.624.535.068

2) Bertambah Rp. 20.331.429.893

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

setelah perubahan Rp. 99.955.964.961
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

1) Semula Rp. 13.178.142.290

2) (Berkurang) Rp. (755.000.613)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

setelah perubahan Rp. 12.423.141.677
f. Belanja Modal Aset Tidak Terwujud;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud

setelah perubahan Rp 0

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas

Belanja Tidak Terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 15.656.934.112

b. (Berkurang) Rp. (13.774.706.525)
Jumlah Belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 1.882.227.587

(4) Belanja ...




(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula Rp. 5.195.951.893

2) Bertambah Rp. 736.476.215

Jumlah Belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 5.932.428.108
b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula Rp. 241.632.968.048

2) Bertambah Rp. 7.704.758.000

Jumlah bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 249.337.726.048

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri
atas:
a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula Rp. 258.874.750.190

2) Bertambah Rp. 15.976.284.201
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 274.851.034.391

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri
atas:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula Rp. 258.874.750.190

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.976.284.201

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun

Sebelumnya setelah perubahan Rp. 274.851.034.391
b. Pencairan Dana Cadangan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp. 0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah,;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. 0
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerahsetelah perubahan Rp. 0

f. Penerimaan ...




(2)

f Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri
atas:
a. Pembentukan Dana Cadangan;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah perubahan Rp. 0
b. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah perubahan Rp. 0
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

setelah perubahan Rp. 0
d. Pemberian Pinjaman Daerah;

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp. 0

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
1) Semula Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan /atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2023,
dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan ...




(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;

Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya,

serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari :

i

2.

® N O

10.
11.
12.
13.

Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII
LampiranXIII

Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah,;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

14. Lampiran ...




14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-ain;

15. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);

16. Lampiran XVI : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum
Diselesaikan dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran
yang Direncanakan;

17. Lampiran XVII :  Daftar Dana Cadangan; dan

18. Lampiran XVIII: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai Landasan
Operasional Pelaksanaan APBD.
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
‘dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

T |
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| | ! pada tanggal 3 Oktober 2023
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1 Py,
4‘ i KEPALA BAGIAN..oiecacsecorcsses KEPALA BADAN/INSPEKTUR i
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Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

/—'__?_J

-

H.HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
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